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UNDANG-UNDANG REPUBLIK  INDONESIA 

NOMOR 7 TAHUN 2017 

TENTANG 

PEMILHAN UMUM 

 

Pasal 241 

(1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, 

DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.  

(2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran 

rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu.  

 

Pasal 242 

Ketentuan mengenai Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk 

apa pun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 228 berlaku secara mutatis mutandis terhadap seleksi 

bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. 

 

Pasal 243 

(1) Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 disusun dalam 

daftar bakal calon oleh partai politik masingmasing. 

(2) Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik 

Peserta Pemilu tingkat pusat. 

(3) Daftar bakal calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh pengurus 

Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi. 

(4) Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh 

pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.  
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Pasal 244 

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat paling 

banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap daerah 

pemilihan.  

 

Pasal 245 

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat 

keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). 

 

Pasal 246 

(1) Nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 243 disusun berdasarkan nomor urut. 

(2) Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 

3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan 

bakal calon. 

 

 

 

 


